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BUPATI GORONTALO 

PERATURAN BUPATI GORONTALO 

NOMOR 42 TAHUN 2015 

TENTANG 

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI 

JAMINAN KESEHATAN NASIONAL KABUPATEN GORONTALO 

Menimbang 

Mengingat 

TAHUN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GORONTALO, 

a. bahwa sesuai ketentuan BAB V huruf D angka 1) 

huruf b) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, 

Dana Kapitasi yang telah disetorkan ke Kas daerah 

oleh FKTP dapat dimanfaatkan kembali dengan cara 

Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota mengusulkan 

peraturan kepala daerah untuk pemanfaatan dana 

tersebut, 

bahwa  perdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana 

Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2016, 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1822), 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286): 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4389), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Anctara Pemerintah Pusat 

dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438), 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456), 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063), 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- 
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Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun1979 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II 

Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147), 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Deerah sebagaimana telah diubah untuk kedua 

kalinya dengan Peraturan Merteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2011, 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi 

Jamiran Kesehatan Nasional untuk jasa pelayanan 

kesehatar dan dukungan biaya operasional pada 

fasilitas kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah 

Daerah, 

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program 

Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik 

Indcnesia Tahun 2014 Nomor 874), 

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 131.75-4853 Tahun 2015 tentang Pengangkatan 

Penjabat Bupati Gorontalo Provinsi Gorontalo, 

Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 

tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil 

Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam 

Melaksanakan Tugas Teknis Pemerintahan Sehari-hari 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 

Nomor 3, Seri E) sebagaimana tesah diubah untuk 
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ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo 

Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten 

Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26): 

3. Telaahan Staf Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gorontalo Nomor 800/Dikes/2909 tanggal 30 

Desember 2015 perihal Pengelolaan dan 

Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional Kabupaten Gorontalo Tahun 2016. 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DAN 

PEMANFAATAN DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN 

NASIONAL KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2016. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal i 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah. 

3. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gorontalo. 

4. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya 

disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan 

kesehatan agar peserta memperoleh manfaat 

pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam 

memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang 

diberikan kepada setiap orang yang telah membayar 

juran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. 

5. Fasilitas kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan 

yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya 

pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, 

preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan 
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oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau 

masyarakat. 

6. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya 

disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang 

melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang 

bersifat non spesialistik untuk keperluan observasi, 

diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan 

kesehatan lainnya. 

7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang 

selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan 

hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan 

program Jaminan Kesehatan. 

8. Pengelolaan Dana Kapitasi adalah tata cara 

  

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan 

pertanggungjawaban dana kapitasi yang diterima oleh 

FKTP dari BPJS Kesehatan. 

9. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan 

yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah 

peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis 

dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada 

pemerintah daerah selaku pengguna 

anggaran/ pengguna barang. 

  

11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 

disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola 

keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan 

kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara 

umum daerah. 

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah Pejabat yang diberi tugas untuk 

melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah. 

13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan 
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rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai 

dasar penyusunan APRD. 

14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang 

selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang 

memuat pendapatan dan belanja yang digunakan 

sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 

anggaran. 

15. Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP adalah 

pegawai negeri sipil yang ditunjuk untuk menjalankan 

fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, 

menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan dana 

kapitasi. 

BAB II 

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA 

Pasal 2 

Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi tahun 2015 

dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 

untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011. | 

Pasal 3 

(1) Setelah pemerintah daerah menetapkan bendahara dan 

rekening dana kapitasi JKN, Dinas Kesehatan mengusulkan 

kepada Dinas DPPKAD untuk melakukan 

reklas/pemindahbukuan dana kapitasi dari BUD ke masing- 

masing rekening dana kapitasi JKN FKTP sesuai dengan 

dana kapitasi yang diterima oleh FKTP. 

(2) Dalam melakukan pembagian jasa pelayanan, pemerintah 

daerah dapat menambahkan variable antara lain kinerja, 

status kepegwaian, dan masa kerja sesuai dengan kondisi 

daerah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan. 
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(3) Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk dukungan operasional 

pelayanan kesehatan meliputi : 

a. Alokasi dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional 

pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk : 

1) obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, 

2) kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya. 

b. Dukungan kegiatan operasional pelayanan kesehatan 

lainnya meliputi : 

1) Upaya kesehatan perorangan berupa kegiatan promotif, 

preventif, kuratif, dan rehabilitative lainnya. Untuk 

kegiatan ini dana yang ada antara lain dapat 

dibelanjakan seperti biaya makan minum, Jasa Profesi 

Narasumber, foto copy bahan, service ringan alat 

kesehatan, perjalanan, 

2) Kunjungan rumah dalam rangka upaya kesehatan 

perorangan. Dana yang ada antara lain dapat 

dibelanjakan seperti perjalanan, uang harian, 

3) Operasional untuk puskesmas keliling. Dana yang ada 

antara lain dapat dibelanjakan seperti Bahan Bakar 

Minyak (BBM), Penggantian Oli, suku cadang kendaraan 

pusling, 

4) Bahan cetak atau alat tulis kantor, dan/atau 

5)Administrasi keuangan dan system informasi. Dana 

yang ada antara lain dapat dibelanjakan seperti 

perjalanan, uang harian, foto copy bahan, belanja 

piranti keras dan piranti lunak dalam mendukung 

implementasi system informasi JKN, biaya operasional 

sistem informasi. 

c. Penggunaan Dana Kapitasi untuk dukungan biaya 

operasional pelayanan kesehatan sebagaimana tersebut di 

atas dilaksanakan tetap mengacu pada ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

d. Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) menjadi acuan dan pedoman dalam 

penyusunan RKA DPA Pusat Kesehatan Masyarakat. 
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